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Berbicara pendidikan, maka berbicara”masalah” dikarenakan selama 35 tahun pendidikan di Indonesia adalah”Pendidikan Bayangan”. Fakta ini dikondisikan oleh penguasa   dalam melanggengkan kepemimpinanya (tampuk kekuasaan) dengan strategi bodohkan rakyatmu jika kamu ingin lebih lama berkuasa. Strategi tersebut pernah dilakukan oleh raja Cina dalam mencapai ambisinya. 
Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah “ Orde Baru” dengan menempatkan subsidi pendidikan pada angka 2 % sehingga bangsa Indonesia dalam kurun waktu tersebut banyak yang buta huruf. Kepentingan politik pragmatis penguasa saat itu telah mengantarkan banggsa Indonesia diambang kehancuran.
 Jika kita kompirasikan dengan negara jiran Malaysia  kemerdekaannya dalam waktu yang relatih singkat ternyata mereka telah mampu mengantarkan masyarakatnya sebagai banggsa yang bermoral, bertanggung jawab serta unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua ini mereka raih dengan gemilang  karena mereka menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam kibijakan politiknya.  
Berbanding terbalik dengan Negara Indonesia kita hanya mampu memproduksi tukang sapu (budak) dalam bahasa yang  eufemisme “ pahlawan devisa” untuk diekspor keberbagai negara yang membutuhkan. Semua ini terjadi karena pendidikan tidak mendapat akses yang cukup bagi setiap warga negara sehingga kebodohan menjadikan lahan yang sangat empuk terutama bagi penguasa. Lebih lanjut “ baca “ pendidikan bayangan dan pendidikan pengikisan moral (baca; Jalil Seuramoe Aceh Edisi 43 Maret 2007, Genta Edisi 26 Maret 2007) .


Berbicara pendidikan di negeri ini, maka secara tidak sadar kita tergiring dalam benang kusut sekian ribu derajat fanomenanya seperti menyeramkan , merinding, mengharukan dan menyenangkan. Tapi apadaya memang sutradara dari sononya, ciptaan dari sononya, produser dari sononya ,manajemen dari sononya , kurikulum dari sononya, pemimpin dari sononya, Undang Undang/peraturan dari sononya, musik dari sononya dan gendang dari sononya kita yang menjalankan, melakukan, menerapkan, memperagakan, mempraktekan dan menyanyikan sungguhpun itu lagunya salah tapi tidak kuasa untuk merubahnya. 

Masih sangat segar di himisfer kita bangsa ini sejak di Sekolah Dasar (SD), dulu pada zaman Orde Baru berkuasa kita telah terbiasa memulai membaca dengan pembelajaran “ ini kerbau, kerbau Pak Mahdi  gemuk dan besar, Kerbau Pak Mahdi tiga ekor. Selanjutnya bacaan tersebut diteruskan dengan Kerbau, Kerbau, Kerbau, ditutup oleh murid-muridnya dengan bacaan dalam hati ‘Aku kumpul Kerbau’. 

Proses pendidikan yang salah dan tidak bermutu secara tidak langsung  telah berimplikasi terhadap perilaku tidak bermoral bagi sebahagian saudara kita di KIP dan Legislatif  Kabupaten Aceh Barat yang telah berani melakukan pembohongan publik dengan melakukan rekayasa data pemilih untuk kepentigan peribadinya tampa memperhatikan kurugian negara dan masyarakatnya. 

Jika kita hubungkan dengan model pembelajaran di atas maka perilaku saudara kita tersebut tidak jauh berbeda dengan perilaku “Kerbau” menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Untuk merubah paradigma itu dan tidak jatuh pada lubang yang sama ,diperlukan komitmen untuk melakukan perubahan sampai ke akar rumput ( baca; Jalil Nagan Raya Post edisi 20,  18 Mei 2007) .

 Berdasarkan kondisi mimetik di atas jika dikontekstualisasikan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum  yang diselenggarakan di Indonesia raya dalam interval lima tahun sekali khususnya di Kabupaten Aceh Barat  untuk memilih wakil rakyat dan memperjuangkan hak ekosob rakyat menjadi permainan para elit dengan cara perilaku ‘kerbau’ sehingga wakil rakyat berubah menjadi ‘wakil hantu’. Menarik perhatian kita semua, pada tahun 2004  di DPRK  kabupaten Aceh Barat terdapat 30 (tiga puluh) kursi yang diperebutkan oleh para wakil rakyat. 

Sesuai dengan data jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat saat itu berkisar 172.630,( sumber, BPS Kabupaten Aceh Barat,2006: 49 ), maka jumlah kursi yang idial secara resmi seharusnya 25 (dua puluh lima) buah bukan 30 (tiga puluh) kursi. Berdasarkan data tersebut yang 5 (lima) kursi  lagi adalah  kursi milik hantu  diduduki oleh yang menamakan dirinya wakil rakyat. (Baca; Jalil Serambi Indonesia Senin 23 Agustus 2004, Minggu, 27 Juli 2008: 14).

Operasional untuk 5 (lima) orang  wakil rakyat yang berasal dari suara hantu tersebut insentif sewa rumah, biaya rapat-rapat, biaya pansus dan biaya study banding selama lima tahun mencapai sepuluh milyar rupiah. Perilaku yang tidak bermoral telah mengalami kerugian negara melalui    APBK.
 Jika dana  sepuluh milyar tersebut tidak diberikan pada wakil hantu yang duduk di legislatif Kabupaten Aceh Barat, namun diberikan untuk program beasiswa  dengan rincian perorang lima ratus juta untuk SI, S2 dan S3 baik biasiswa ilmu pendidikan maupun kesehatan bidang spesialis maka selama lima tahun Aceh Barat dapat menghasilkan dua puluh orang S3          ( Calon Profesor). Lahirnya wakil hantu dari mark up penduduk oleh KPUD/KIP Aceh Barat ini berlansung didepan mata, tanpa kita sadari mereka telah membodohi kita semua.

Selanjutnya paska tsunami di NAD jutaan umat ikut beduka (Indonesia menanggis) menyalurkan bantuan ke Aceh untuk mengurangi duka para korban gempa dan gelombang tsunami. Bantuan yang datang dari berbagai pihak terutama yang diberikan melalui: LSM/NGO, PT, Media Massa, Media elektonik, Pemerintah dan sebagainya. Tatapi dibalik batuan tersebut kita temukan di antara saudara kita, memberikan bantuan ada maksud tertentu di balik bantuan itu. 
Dalam banyak kesempatan mereka menari nari-nari di atas mayat – mayat tsunami seperti beberapa investor masuk ke Aceh tanpa memikirkan hak ekosob masyarakat Aceh. Pemerintah   NAD pun diam membisu  karena tidak dapat menegur dengan alasan yang sangat klasik yaitu mereka  telah berjasa membantu korban tsunami. Sekali lagi praktek kerbau dilakoni di negeri yang bernama Serambi Mekkah. Peristiwa ini menjadi malapetaka di balik bantuan (Baca; Jalil Ekspos Independent edisi 245:13, 23-29 Mei 2007)
Jika kita cermati pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan diri manusia. Mulai dari alam kandungan sampai beranjak dewasa (tua). Manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya. Pendidikan bagaikan cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam menentukan arah,  tujuan, dan makna kehidupan ini. 
Manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha menggali dan mengembangkan potensi dirinya lewat metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat agar nilai kebejatan naluri ‘kerbau’ dapat dihilangkan pada diri setiap individu masing-masing (Berilmulah Dari Mahar - Kandungan berakhir Liang Lahat).
Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 31  ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka    Mencerdaskan kehidupan Bangsa yang diatur dengan undang-undang.  
Oleh karena itu, seluruh komponen Bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun Pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan Bangsa melalui pendidikan. Hal ini adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Sejalan denga bunyi pasal 31 ayat (3) di atas seharusnya setiap warga negara harus memiliki akhlak mulia dan beriman, bukan sebaliknya. Tidak menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kasus di atas yang dilakukan oleh mereka yang tiak bertanggung jawab. 
Perilaku mereka yang tidak bermoral itu telah merusak citra Kabupaten Aceh Barat dan Negara Kesatuan Repulik Indonesia.  Pembaharuan sisitem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pendidikan Nasional . 
Pendidikan Nasional mempunyai visi agar : Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Hal itu dilakukan untuk  Memberdayakan semua warga Negara Indonesia supaya berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 
Harapan-harapan kami dalam modul ini dapat ikut serta membantu para orang tua, Mahasiswa, dan Pendidik dalam rangka , mensosialisasikan sekaligus menyebarluaskan produk peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hakikatnya pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Orang Tua, dan Masyarakat.  Selaras dengan perkembangan tuntutan terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan, sudah selayaknya setiap komponen melakukan reposisi yang mengarah kepada aspirasi dalam bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. 
Bentuk partisipasi masyarakat dapat dihimpun sacara terorganisasi melalui suatu wadah yang disebut DEWAN SEKOLAH sebagai mitra kerja sejajar dengan Sekolah SD, SLTP, SMU dan SMK  ( Kepmen  No.044/U/2002).

Konvenan EKOSOB Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Lembaran Fakta No.16 Revisi I Hak atas Pendidikan
Pasal 13
1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok-kelompok ras, sukubangsa atau agama; dan lebih memajukan kegiatan - kegiatan Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh: 
a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang.

b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan tehnik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan semua sarana yang layak, dan terutama melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; 
c. Pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap.

d. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka ;

e. Pembangunan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus diperbaiki terus menerus. 

3. Negara-negara Pihak Kovenan ini berusaha untuk menghormati kebebasan orang tua dan para wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan yang ditetapkan atau disahkan oleh Negara, dan untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. 

4. Tidak ada satu bagian pun dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sehingga dapat mencampuri kebebasan individu dan lembaga-lembaga untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ayat 1 pasal ini, dan dengan persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Negara. 

                                                                           Pasal14

 
Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang pada saat menjadi peserta belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar dengan cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah lain di bawah wilayah hukumnya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun menyusun dan menetapkan suatu rencana aksi yang terinci untuk diterapkan secara bertahap, dan dalam waktu yang masuk akal harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana aksi tersebut. . 

Pasal 13 dan 14 mengakui bahwa pendidikan merupakan prasyarat dasar untuk pemenuhan dan penegasan hak asasi. 14 10 Lihat resolusi Majelis Umum 49/184, 23 Desember 1994. Manusia dan bahwa pendidikan memperkuat hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Masyarakat Internasional telah lama mengakui kebenaran-kebenaran dasar ini dan memproklamirkan dasawarsa 1995-2004 sebagai dasawarsa Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan PBB.10 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan pembahasan umum mengenai masalah ini pada 1994.  Kedua pasal ini menjamin bahwa semua anak mempunyai hak atas pendidikan dasar wajib yang cuma-cuma, di manapun mereka berada. Pasal-pasal tersebut juga mengandung hak atas kesempatan yang sama atas pendidikan dan penikmatan yang sama atas fasilitas pendidikan; kebebasan untuk memiliki pendidikan dan mendirikan lembaga pendidikan; perlindungan bagi murid-murid dari tindakan-tindakan pendisiplinan yang tidak manusiawi; dan kebebasan akademis. 

Hak atas Kebudayaan dan Atas Manfaat Kemajuan Ilmu Pengetahuan
Pasal 15
1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang: 

a. Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya; 

b. Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;

c. Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang timbul dari setiap karya ilmu pengetahuan, sastra, atau seni yang telah diciptakannya.  

2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-negara Pihak Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna pelestarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

3. Negara-negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan mutlak yang diperlukan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan kegiatan kreatif. 

4. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui manfaat-manfaat yang diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Hak untuk menikmati kebudayaan, untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan mendapat manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, menjadi dasar pasal 15. Walaupun tampaknya hal-hal ini bukan merupakan persoalan hak asasi manusia, tetapi hal-hal ini merupakan landasan penting bagi prinsip-prinsip mengenai perlakuan yang sama, kebebasan berekspresi, hak untuk menerima dan memberi informasi serta hak atas perkembangan kepribadian manusia seutuhnya.  

    
Ciri-ciri budaya seringkali diserang atau dicemooh oleh Negara-negara dengan maksud untuk memberi dukungan kepada suatu bangsa, ras atau kelompok tradisional terhadap yang lain, yang merupakan salah satu contoh betapa pentingnya hak tersebut. Lebih jauh, hak ini termasuk hak untuk turut serta dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan arti luas pada kalimat “budaya.” 
Hak untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya dirancang untuk menjamin bahwa semua orang di dalam masyarakat dapat menikmati kemajuan dalam hal ini, terutama bagi kelompok yang tidak beruntung. 
Ini mencakup hak semua orang untuk mencari dan menerima informasi mengenai semua manfaat yang dihasilkan oleh penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, dan untuk mendapatkan akses atas perkembangannya yang dapat menambah penikmatan mereka atas hak yang terdapat dalam Kovenan.  
UNDANG UNDANG  PEMERINTAHAN ACEH NO 11 TAHUN 2006
BAB XXX
PENDIDIKAN
Pasal 215
(1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

(2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.

Pasal 216
(1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 217
(1) Penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

(2) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.

(3) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pendidikan layanan khusus bagi penduduk Aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang.

(4) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi penduduk Aceh yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 218
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan nonformal lain melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi dana pendidikan melalui APBA/APBK hanya diperuntukkan bagi pendidikan pada tingkat sekolah.

(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional dari luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara pendidikan di Aceh dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220
(1) Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XXXI
KEBUDAYAAN
Pasal 221
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam.

(2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial.

(3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun.
Pasal 222
(1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh memelihara dan mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

BAB XXXII
SOSIAL
Pasal 223
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk:

a. memberikan pelindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah sosial;

b. menyediakan akses yang memudahkan perikehidupan penduduk Aceh yang menyandang masalah sosial;

c. mengupayakan penanganan/penanggulangan korban bencana (alam dan sosial); dan

d. merehabilitasi sarana publik dan membantu merehabilitasi harta benda perseorangan yang hancur akibat bencana.

(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota membangun panti sosial bagi penyandang masalah sosial.

(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan peran kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam qanun.

BAB XXXIII
KESEHATAN
Pasal 224
(1) Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

(2) Setiap penduduk Aceh berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan lingkungan.

(3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(4) Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam qanun.

Pasal 225
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan qanun.
Pasal 226
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.

(2) Perencanaan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya Aceh dan memaksimalkan peran masyarakat setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam qanun.

Untuk hak ekosob sebetulnya negara telah merespon apalagi bagi masyarakat Aceh telah lahir beberapa Undang undang No 24, UU No 44, UU No 18 dan UU No 11 untuk mengatur rumah tangga aceh, namum apapun undang undang di berikan jika moral masih labil tetap masyarakat manjadi korban karena setiap tahun pemerintah menghasilkan ayam potong bukan ayam kampung. Jangan diherankan jika yang dipakai oleh dinas kesehatan maupun dinas pendidikan adalah ayam potong yang setiap tahun terus menerus di produksi oleh produsen tampa menganalisa pasar maupun permintaan konsumen. 
Jika guru adalah, maka muridpun adalah, lahirlah sarjana adalah, dokto adalah, bidan adalah, Pukesmas dalah, rumoh saket adalah hasil karya produsen jeruk makan jeruk. Sehingga mutu playanan kesehatan serta mutu pendidikan sangat rentan kita dapati yang ada hanya mutu asam urat kita temui di sekolah,pukesmas dan intansi pemerintah lainnya.
Untuk mendapatkan pelayanan terbaik di dinas pendidikan maupun di dinas kesehatan maka produksi ayam kampung segera dilakukan, tetapi ini akan berjalan terus menerus produksi ayam potong karena pemda membatu membiayai produsen perguruan tinggi UNJERO (Universitas Jalan Manekroo) dengan titel MSc Meulaboh Suak Seumaseh Calang, MBA Meulaboh Banda Aceh, S.Ag Sarjana Alam Gaip, Spd Sarjana Peugeut Droe, SP Sarja Pantengon, ST Sarjana Tikungan, hasil nya guru di Aceh Barat 95% ”Buta Huruf” (baca; Jalil Seuramoe Aceh Edisi 69 thn 2008,Genta Edisi 52 tahun ke III 23-31 Januari 2008)

Allah Swt telah menganugerahkan kekayaan Alam yang melimpah ruah di Aceh ini namun pendidikan dan kesehatan terkebirikan ulah penguasa, akan kah kita tinggalkan Bumi Aceh yang kering kerontang untuk anak cucu kita, sungguh celaka hidup kita ini yang menyengsarakan anak cucu generasi penerus bangsa dengan dosa dosa kita pendahulunya. 
Tunggulah datang caci maki dari anak cucu akibat kebodohan kita saat ini. Untuk mengelola alam Aceh segera lahirkan SMK Pertambangan, Fakultas Pertambangan dan Fakultas Kedokteran di bumi Teuku Umar, karena jika kita Ekplotasi hasil alam biarlah anak cucu kita ekplotasi, adapun alam kita paksakan hari ini diekplotasi maka yang lakukan itu orang seberang tampa mempedulikan keselamatan (Kesehatan dan Pendidikan kita ). Datanglah kehancuran serta malapetaka dari manusia yang tidak bertanggungjawab.
Dimana mana banyak kita temui guru sangat malas membaca apalagi mengajar mulai dari kepala sekolah sampai dengan guru pegawai negri sipil (PNS) , hal yang lazim mereka pertontonkan adalah eksploitasi guru honor/GTT satu minggu dibebankan 20 jam mengajar hal ini telah melanggar hak asasi, kepala sekolah setiap hari beralasan ada rapat di kantor dinas dan guru PNS sibuk dirumah dan datang kesekolah hanya tiga hari seminggu dengan kapasitas mengajar delapan jam seminggu bukan delapan belas jam seminggu sesuai intruksi UU/PP. Inilah ciri ciri guru yang tersebut diatas. 

JAM BELAJAR DISEKOLAH SESUAI UU SISDIKNAS NO 20.THN 2003

DAN SESUAI KEPMEN NO 125/U/2002 TENTANG KELENDER PENDIDIKAN DAN JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF DISEKOLAH

1. Untuk Kelas I dan II masing – masing minimal 30 Jam pelajaran perminggu, dengan alokasi waktu 30 menit perjam pelajaran satu hari 5 jam bagi 2 sama dengan 2,5 Jam rata-rata perhari kecuali libur masuk Jam 08.00 Wib Pulang jam 10.30 wib.standar pendidikan Bermutu. 
2. Untuk Kelas III minimal 38 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu 40 menit perjam pelajaran satu hari 4 jam 30 menit rata perhari kecuali libur masuk kelas Jam 08.00 wib pulang Jam  12.30 Wib. Standar Pendidikan Bermutu.
3. Untuk Kelas IV minimal 40 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu 40 menit perjam pelajaran satu hari 4 jam 40 menit rata perhari kecuali libur masuk Jam 08.00 Wib Pulang Jam 12.40 Wib . Standar pendidikan Bermutu.
4. Untuk Kelas V dan VI minimal 42 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu 40 menit perjam pelajaran satu hari 5 jam 70 menit  rata per hari kecuali hari libur masuk jam 08.00 wib pulang jam 13.40 Wib.
	Keterangan
	Perhari jumlah jam belajar anak murid bersama guru disekolah
	Perhari jumlah jam anak murid bersama orang tua dirumah
	Jam belajar efektif pertahun

bersama guru disekolah
	Jumlah jam Anak bersama orang tua pertahun
	Total waktu dalam satu tahun

	Kelas I dan II
	 2  jam 

 30 menit
	21 Jam

30 menit
	912      Jam
	7.848  Jam
	8.760 Jam



	Kelas III
	3 jam 

10 menit
	20 Jam

50 menit
	1.155   Jam
	7.605  Jam
	8.760 Jam



	Kelas IV
	3 jam

20 menit
	20 jam

40 menit
	1.216   Jam
	7.544  Jam
	8.760 Jam



	Kelas V-VI
	4 jam

30 menit
	19 jam

30 menit
	1.642   Jam
	7.118  Jam
	8.760 Jam




Nama

 
: Abdul Jalil

Lahir Tanggal
 
: Pulo Teungoh (Meureubo),  5 Mai 1971

Sekolah 

: SDN Pasi Aceh, SMPN 3 Lapang, SMA KawayXVI & STI-Pertanian.

Telah Hidup 

: 13.731 Hari. Pada tanggal 18 Desember 2008

Telah Hidup

: 329.544  Jam. Pada tanggal 18 Desember 2008

Telah Hidup

: 19.772.640 Menit Pada tanggal 18 Desember 2008

Telah Hidup
: 1.186.358.400 Detik Pada tanggal 18 Desember 2008

· Jumlah jam pelajaran Efektif dalam satu tahun untuk kelas I dan II adalah 912  Jam Pelajaran, dalam satu tahun total waktu 8.760 jam kurang 912 jam disekolah dengan guru  bersama orang tua murid  pertahun 7.848 jam. 
· Jumlah jam pelajaran Efektif dalam satu tahun untuk kelas III adalah 1.155  Jam Pelajaran. dalam satu tahun total waktu 8.760 jam kurang 1.155 jam disekolah dengan guru  bersama orang tua murid  pertahun 7.605 jam.
· Jumlah jam pelajaran Efektif dalam satu tahun untuk kelas IV adalah 1.216 Jam Pelajaran. dalam satu tahun total waktu 8.760 jam kurang 1.216 jam disekolah dengan guru bersama orang tua murid  pertahun 7.544 jam
· Jumlah jam pelajaran Efektif dalam satu tahun untuk kelas V dan VI adalah 1.642 Jam Pelajaran. dalam satu tahun total waktu 8.760 jam kurang 1.642 jam disekolah dengan guru  bersama orang tua murid  pertahun 7.118 jam
Pendidikan didasarkan pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat berhasil di tiap tingkat dengan mendukung pemikiran yang kritis, kreativitas dan pemecahan masalah serta mendorong sikap menerima gagasan orang lain.
 Murid adalah unik dan berharga bahwa semua murid harus diberi tantangan agar dapat meraih potensi diri mereka sepenuhnya. Lebih jauh, pendidikan haruslah mendukung perkembangan murid, baik dalam hal  sosial, etika, fisik, serta emosional.  

Program pendidikan yang paling efektif memerlukan jajaran pengajar yang unggul yang menerapkan kurikulum yang tersusun dengan baik dan seimbang,  Berusaha keras mempersiapkan para murid agar dapat berhasil di dunia yang selalu berubah dengan cepat ini, serta mengakui arti penting aktivitas yang diselenggarakan sekolah dalam pengembangan diri murid seutuhnya. 
    Murid akan menjadi unggul dalam sebuah lingkungan  dengan tuntutan tinggi yang mengembangkan kerjasama, toleransi, komunikasi, motivasi diri dan rasa cinta akan belajar, serta mendukung murid untuk mengembangkan bakatnya menjunjung tinggi nilai budaya dengan  kerjasama yang erat antara guru, siswa dan orang tua murid. 
Hadih Maja !!!! 
”Orang Miskin dilarang sakit” 

”Orang Miskin dilarang pandai”
Acara ini dapat dilansungkan atas dukungan anggaran dari Cafod
Dan dukungan semua pihak dikabupaten Aceh Barat







PAGE  
1

